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 Research with the title Legal Protection of Riders Resulting in the Loss of a Person's Life Due 
to the Negligence of Both Parties on the Highway (Analysis of the Supreme Court Decision 
Number 2 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mbo). Aiming to findout the legal settlement process against 
motorists who resulted in the loss of one's life duto negligence of both parties on the road 
and to find out the implementation of legal protection for motorists who resulted in the loss of 
one's life due to negligence of both parties on the road. This study uses the normative 
(normative) juridical method, namely research by observing and paying attention to the 
prevailing legal norms and being connected according to the facts of the problems in the 
study. The results of the research are the first, namely: the process of criminal justice 
settlement, investigation, prosecution, examination process in court. Second, namely: 
protection is the right of the suspect or defendant and the role of restoration of justise as an 
attempt by the suspect to be forgiven by the victim's family. 
 




Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan tas hukum, hal ini terdapat 
secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Negara 
Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaats), tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang 
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(Machtsstaats). Dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara 
hukum”.1  
Melihat jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia, setiap harinya banyak 
korban, baik menderita luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. Banyak faktor yang 
menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah 
kendaraan, sikap pengendara dijalan raya yang tidakdisiplin, seperti seringnya melanggar 
rambu lalu lintas, tidak standarnya kendaraan yang kendarai, dan kurang ketatnya petugas 
dalam mengawasi perilaku pengendara di jalan raya. Bukan hanya itu saja, banyak juga 
pengendara yang sedikit rasa tanggung jawabnya, melihat banyak kasus tabrak lari dengan 
korban luka ringan hingga meninggal dunia, kurangnya kesadaran akan kesopanan dalam 
berkendara. 
Dari segi pelaksanaan hukum (law enforcement) dapat dikatakan tidak ada ketegasan 
sikap dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum. Banyak pelanggaran-pelanggaran 
hukum yang tidak diusut. Tidak sedikit pengaduanpengaduan dan laporan-laporan dari 
masyarakat tentang terjadinya pelanggaranpelanggaran atau kejahatan kepada yang berwajib 
tidak ditanggapi atau dilayani. Banyak pegawai pengusut yang tidak berwenang mendeponir 
perkara membiarkan perkara tidak diusut.2 
Dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang L lu Lintas dan Angkutan 
Jalan (“UU LLAJ”), kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga 
dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau t npa pengguna jalan lain yang 
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Suatu upaya untuk 
menanggulangi perkara seperti yang dikemukakan  H.PPanggabean adalah dengan 
memberdayakan penyelesaian alternatif diluar pengadilan yaitu upaya berdamai atau 
alternatif dipute resolution (ADR).3 
Hukum pidana merupakan hukum publik yang artinya bahwa hukum diatur pada oleh 
kepentingan orang banyak atau umum, untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan 
ketertiban hukum di masyarakat, digunakan sanksi pidana sebagai sarana terakhir yang 
disebut (Ultimatum Remedium).  Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti 
dan mengkaji mengenai bagaimana hukum dalam menyelesaikan suatu tindak pidana lalu 
                                                 
1Muhammad Iksan, 2009, Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 
Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, hal.1.  
 2http://www.irwanlaw.com/tokoh-hukum-hebat-indonesia/prof-dr-sudikno-mertokusumo-sh/artikel-
sudikno-mertokusumo/meningkatkan-kesadaran-hukum-masyar kat   
 3Barda Nawawi Arief, 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.64  
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lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengendara Yang 
Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Yang Disebabkan Oleh Kelalaian Kedua Belah 
Pihak Dijalan Raya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2/Pid.Sus/2018/PN.Mbo)”  
 
PEMBAHASAN 
Pembahasan tentang unsur tindak pidana dalam hal ini ka  memperlihatkan dua 
aliran dan pandangan mengenai pengertian dan unsur ti dak pidana apabila dilihat dari 
syarat-syarat pemidanaan. Pengertian tentang tindak pidana menurut teori maupun 
menurut Peraturan Perundang-Undangan, dari beberapa istilah dalam hukum pidana 
menunjukan pada perbuatan yang dilarang atau bisa diancam pidana.4 Setiap tindak 
pidana haruslah terdiri dari fakta oleh perbuatan yang mengandung akibat yang 
ditimbulkan, suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana, oleh 
karenanya perlu diketahui unsur-unsur apa saja dari perbuatan pidana tersebut yaitu: 
a. Kelakuan harus sesuai dengan uraian Undang-Undang. 
b. Kelakuan tanpa hak. 
c. Kelakuan itu diancam dengan hukuman. 
d. Adanya suatu kekuatan (gedraging).5 
 
Unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno kemudian disederhanakan oleh 
Sudarto menjadi: 
1. Perbuatan. 
2. Memenuhi syarat formal undang-undang. 
3. Sifat melawan hukum. 
 
Seseorang yang dapat dijatuhi pidana apabila syarat dua penjatuhan pidana telah 
terpenuhi, dua syarat tersebut yaitu: 
1. Telah melakukan tindak pidana. 
2. Mempunyai kesalahan. 
 
                                                 
 4Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum Unifersitas 
Muhammadiyah Surakarta, hal. 111. 
 5C.S.T. Kansil II, op.cit, hal. 11 
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Seseorang tidak dapat dipidana meskipun telah melakukan tindak pidana apabila 
syarat lain yang berupa adanya kesalahan tidak terpenuhi. Syarat penjatuhan pidana 
kemudian dibedakan mennjadi dua oleh Sudarto, yakni: 
1) Syarat berkaitan dengan perbuatan: 
a) Perbuatan yang memenuhi syarat formal undang-undang. 
b) Sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). 
2) Syarat berkaitan dengan pelaku: 
a) Dapat bertanggung jawab. 
b) Kesengajaan (dolus) atau kealfaan (culfa) (tidak ada alasan pemaaf)6 
 
Menurut D. Simons, yang menganut aliran atau pendirian unsur tindak pidana 
(strafbaar fiet) yaitu: 
1. Perbuatan manusia. 
2. Melawan hukum. 
3. Diancam dengan pidana. 
4. Dilakukan dengan kesalahan. 
5. Dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggung jawab.7 
 
Hukum pidana mengenal dua teori tentang pendirian pengertian dan unsur-unsur 
tindak pidana. Pendirian pertama dikenal dengan pendiria  atau aliran monistis, 
pendirian kedua dikenal dengan pendirian aliran dualistis.8 
Terdapat pemisah antara perbuatan dan akibat yang dikemukakan oleh aliran 
dualistis sebagai rangkaian syarat pemidanaan. Dari pengertian tindak pidana yang 
hanya meliputi perbuatan dan akibat melawan hukum, serta ancaman pidana yang 
brsifat melawan hukum. Sedangkan disisi lain pertanggu g jawaban tindak pidana atau 
kesalahan meliputi bentuk kesengajaan (dolus) atau kealfaan (culfa) dan kemampuan 
bertanggung jawab.9  
Yang menganut pendirian atau aliran dualistis seperti, Moeljatno, menurutnya 
unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan pidana : 
1. Perbuatan. 
                                                 
 6Ibid, hal. 117. 
 7Ibid, hal. 115. 
 8Ibid, hal. 114. 
 9Ibid, hal. 116. 
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2. Keadaan yang menyertai perbuatan. 
3. Keadaan yang memberatkan pidana. 
4. Unsur melawan hukum yang objektif. 
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Sudarto mensederhanakan unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno 
menjadi : 
1. Perbuatan. 
2. Memenuhi rumusan undang-undang. 
3. Bersifat melawan hukum. 
Seseorang dapat dijatuhi pidana jika dua syarat telh terpenuhi, syarat tersebut 
yakni : (1) Melakukan tindak pidana, dan (2) Melakukan kesalahan. Pidana tidak dapat 
dijatuhkan kepada seseorang meskipun telah terbukti melakukan tindak pidana apabila 
syarat lain tidak terpenuhi yang berupa adanya kesalahan. Syarat penjatuhan pidana 
dibedakan Sudarto, untuk penjatuhan pidana menjdai dua, yaitu : 
1. Syarat yang ada kaitanya dengan perbuatan. 
a. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. 
b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum. 
2. Syarat yang berkaitan dengan pelaku. 
a. Dapat bertanggung jawab. 
b. Adanya kesalahan (dolus) atau kesalfaan (culfa) tidak ada alasan 
pemaaf.10 
 
B. Proses Pembuktian 
 Pembuktian merupakan ketentuan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan 
oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang ditujukan kepada terdakwa.11 
Ada beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, meliputi : 
1. Sistem pembuktian Conviction-in Time 
Sistem pembuktian ini ialah menentukan salah atau tidaknya terdakwa dengan 
ditentukannya penilaian “keyakinan” dari hakim. Keyakinan hakim untuk 
mentukan terbuktinya terdakwa bersalah.12 
                                                 
 10 Ibid. Hal. 117. 
 11 M Yahya Harahab, 2001, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Jakarta, hal. 252. 
 12 Ibid, hal. 256. 
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2. Sistem pembuktian Conviction-Raison 
Sama halnya seperti sistem pembuktian Conviction-in Time yang menentukan 
salah atau tidaknya terdakwa yang ditentukan oleh “k yakinan hakim”, namun 
dalam sistem pembuktian ini “keyakinan hakim” dibatasi dengan 
mengharuskan adanya älasan-alasan yang jelas”. Hakim diharuskan untuk 
menguraikan dan menjelaskan alasan apa saja yang medasari keyakinannya 
dalam menentukan apa saja kesalahan dari terdakwa.13 
3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif 
Sistem pembuktian ini berprinsip pada pembuktian degan adanya alat bukti 
yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan adanya lat bukti yang kuat 
untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa tergantung pada alat-alat 
bukti yang sudah ada. Syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-
undang sudah cukup untuk menentukan kesalahan dari terdakwa. Pada 
dasarnya, apabila cara pembuktian dengan adanya alat- l t bukti yang sah 
sudah terpenuhi menurut undang-undang, maka hakim tidak berpedoman pada 
keyakinan hati nuraninya untuk menentukan kesalahan terdakwa.14 
4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (negatief wettelijk 
stelsel) 
Terbagi dua komponen untuk menentukan bersalah atau tid knya seorang 
terdakwa dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, 
yaitu : 
a. Proses pembuktian dilakukan dengan cara dan harus adany  alat-alat 
bukti yang sah menurut undang-undang. 
b. Proses pembuktian dengan keyakinan hakim yang berdasarkan dengan 
alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam proses ini untuk 
menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa memadukan unsur 
obyektif dan unsur subyektif didalamnya.15 
Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Hkim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua 
                                                 
 13 Ibid, hal. 257. 
 14 Ibid, hal. 257. 
 15 Ibid, hal. 258. 
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alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.  
Undang-undang telah mengatur tentang alat bukti yang sah pada Pasal 184 ayat 
(1) KUHP yang menetukan secara “limitatief ”. Diluar alat bukti yang diatur dalam 
Pasal 148 ayat (1), Ketua sidang, penuntut umum, penasehat hukum tidak dibenerkan 
menggunakan alat bukti lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam 
menentukan hukuman terdakwa. 
Pembuktian dengan alat bukti yang tidak disebut dalam Pasal 184 ayat (1) tidak 
memiliki kekuatan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang 
mempunyai kekuatan pembuktian hanya alat-alat bukti yang telah disebut dalam Pasal 
184 ayat (1), yang dinilai sebagai alatn bukti yang sah. 
Alat bukti yang sah menurut undang-undang yang sesuai dengan aturan dalam 
Pasal 184 ayat (1), adalah : 
a. Keterangan saksi. 
b. Keterangan ahli. 
c. Surat. 
d. Petunjuk. 
e. Keterangan terdakwa.16 
 
C. Proses Peradilan Pidana 
 Proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian ac ra peradilan dari 
penindakan terhadap adanya tindak pidana sampai dengan keputusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum. 17 Istilah Sistem peradilan pidana muncul karena menjadi 
fokus perhatian tidak termasuk badan-badan diluar tgas penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, persidangan, dan pemasyarakatan yang dikenal sebagai tugas peradilan 
pidana.18 
D. Tahap Penyidikan 
Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, pengertian 
penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang. Penyidikan 
                                                 
 16 Ibid, hal. 265. 
 17 Zulkarnain, 2006, Peradilan Pidana Penuntutan Memaha i dan Mengawal Peradilan Pidana Bagi 
Pekerja Anti Korupsi, Jakarta, hal. 12. 
 18 Yesmil Anwar & Adang, Op. Cit, hal. 76. 
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adalah serangkaian ruang lingkup penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat ataupun tidaknya 
untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang, 
dengan adanya alat bukti yang sah dapat membantu tindak pidana yang terjadi agar 
dapat menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana tersebut.19 
Pihak berwenang yang melakukan penyidikan menurut Pasal 6 KUHAP adalah 
pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam tugas melaksanakan 
kewajiban, penyidik memiliki kewenangan sebagai berikut : 
a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana (Pasal 7 KUHAP). 
b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian (Pasal 7 
KUHAP). 
c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 
tersangka (Pasal 7 KUHAP). 
d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan (Pasal 
7 jo. 131 KUHAP). 
e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (Pasal 7 jo. Pasal 132 ayat 2, 3, 
4, 5 KUHAP). 
f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang (Pasal 7KUHAP). 
g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi 
(Pasal 7 KUHAP). 
h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan ya dengan 
pemeriksaan perkara (Pasal 7 jo. Pasal 132 ayat 1 jo. Pasal 133 ayat 1 
KUHAP). 
i) Mengadakan penghentian penyidikan (Pasal 7 KUHAP). 
j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggu  jawab.20 
Dalam Pasal 260 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan menyatakan bahwa: 
1) Dalam penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidikan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dab Angkutan 
Jalan berwenang: 
a) Memperhentikan, melarang, atau menunda pengoprasian dan menyita 
sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan 
berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan. 
b) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan 
penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
c) Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, 
dan/atau perusahaan Angkutan Jalan. 
                                                 
 19 Yahya Harahab, Op. Cit, hal. 109. 
 20 Zulkarnain, Op. Cit, hal. 29. 
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d) Melakukan penyitaan terhadap surat Mengemudi, Kendaraan Kermotor, 
muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba 
Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai bar ng bukti. 
e) Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau 
kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
f) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. 
g) Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bkti. 
h) Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan 
Lalu Lintas. 
i) Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggu g jawab. 
Hal yang harus diperhatikan oleh penyidik dalam menjala kan tugas dan 
kewajibannya sebagai penyidik ialah: 
1) Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung ti gi hukum yang 
berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP). 
2) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan (Pasal 8 ayat 1). 
3) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut m m (Pasal 8 ayat 
2 KUHAP) 
4) Penyerahan berkas dilakukan: 
a) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. 
b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan 
tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum 
(Pasal 8 ayat 3 KUHAP) 
5) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: 
a) Pemeriksaan tersangka. 
b) Penangkapan. 
c) Penggeledahan. 
d) Pemasukan rumah. 
e) Penyitaan benda. 
f) Pemeriksaan surat. 
g) Pemeriksaan saksi. 
h) Pemeriksaan di tempat kejadian. 
i) Pelaksanaan penerapan dan putusan pengadilan. 
j) Pelaksanaan tindakan lain sebagai dengan ketentuan dal m undang-
undang (Pasal 75 KUHAP). 
6) Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum mengembalikan 
hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut 
umum (Pasal 110 ayat (2) KUHAP). 
7) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat mengadakan 
penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uangg atau jaminan 
orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (3) KUHAP) 
8) Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan 
penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang 
sudah ditentukan (Pasal 31 ayat (2) KUHAP). 
9) Melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut 
umum, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidik untuk 
dilengkapi (Pasal 114 KUHAP). 
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10) Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum 
dimulai pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib me beritahukan 
kepada tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia 
dalam perkara itu wajib didampingi oleh penasehat hukum (Pasal 114 
KUHAP).21 
 
E. Tahap Penuntutan 
Prapenuntutan adalah wewenang yang dimiliki Jaksa dalam menyelesaikan 
perkara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 huruf b Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam melakukan prapenuntutan Jaksa 
melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik kepada 
penuntut umum untuk meneliti kelengkapan materil. Sehingga berkas perkara yang 
telah diteliti dapat segera diajukan dipersidangan sebagai objek yang akan diuji dalam 
pemeriksaan persidangan untuk mencari kebenaran dan keadilan. 
Penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke 
pengadilan negeri yang berwenang menurut cara yang diatur dalam undang-undang 
dengan permintaan agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan 
(Pasal 1 ayat 7 KUHAP).22 
Pasal 1 butir 7 KUHAP, bahwa penuntutan adalah tahap n melimpahkan perkara 
pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam KUHAP dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 
pengadilan. Dalam KUHAP diatur tentang wewenang penuntutan umum dalam hal: 
1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau 
penyidik pembantu (Pasal 14 jo Pasal 138 ayat 1 KUHAP). 
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan 
memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik 
(Pasal 14 jo Pasal 138 ayat 2 KUHAP). 
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan 
lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah prkaranya dilimpahkan 
oleh penyidik (Pasal 14 KUHAP). 
4. Membuat surat dakwaan (Pasal 14 jo Pasal 140 ayat 1 KUHAP). 
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan (Pasal 14 jo Pasal 139 jo Pasal 143 ayat 1 
KUHAP). 
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan 
waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa 
maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan (Pasal 
146 KUHAP). 
                                                 
 21 Zulkarnain, Op. Cit, hal. 30. 
 22 Ibid, hal. 61-62. 
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7. Melakukan penuntutan (Pasal 137 KUHAP). 
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum (Pasal 14 KUHAP). 
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai 
penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini (Pasal 14 KUHAP). 
10. Melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14 KUHAP). 
11. Atas perintah tersangka atau terdakwa, penuntutan umum dapat mengadakan 
penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang at u orang, 
berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat 1 KUHAP). Dalam hal ini 
hakim dapat mencabut penangguhan penahanan sewaktu-t  apabila 
tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan (Pasal 31 ayat 
(2) KUHAP). 
Penyelesaian perkara pidana merupakan proses yang berjalan terus menerus mulai 
pada saat adanya dugaan telah terjadi perbuatan dengan sifat tindak pidana sampai 
dijalankannya keputusan pengadilan. Penuntut ialah salah satu bagian dari tahapan 
penyelesaian perkara pidana.23 
Sebagai yang berwenang melaksanakan penuntutan, penuntut umum dapat segera 
membuat surat dakwaan atas dasar dari hasil penyelidikan.24 Surat dakwaan juga 
menentukan keberhasilan suatu penuntutan dengan bentuk surat dakwaan tersebut, oleh 
karena itu harus di lakukan dengan sangat hati-hati. Bentuk surat dakwaan ada beberapa 
macam bentuk yang diketahui, yaitu:25 
1) Dakwaan tunggal. 
Dakwaan tunggal dipakai dalam hal: 
a) Berisi satu dakwaan saja. 
b) Tindak pidananya jelas, tidak mengandung faktor lain penyetaraan atau 
corcursus atau faktor alternatif/subsidair. 
2) Dakwaan subsidair 
a) Dakwaan ini terdiri dari beberapa dakwaan yang telah disusun secara 
berurutan mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak 
pidana yang paling ringan. 
b) Tindak pidana yang menimbulkan akibat bersinggungan de gan beberapa 
ketentuan pasal pidana yang berdekatan. 
c) Cara pemeriksaan yang dimulai dari dakwaan utama atau primair. 
d) Jika dakwaan primair telah terbukti di persidangan maka dakwaan 
berikutnya tidak perlu diperiksa lagi, pidana yang dijatuhkan sesuai dengan 
ancamann pidana dalam dakwaan primairnya. 
e) Jika dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidairnya akan tetap 
diperiksa. 
3) Dakwaan alternatif  
a) Dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan yang mana diantara dakwaan 
satu dengan yang lain saling mengecualian. 
                                                 
 23 Ibid, hal. 64-65. 
 24 Yesmil Anwar & Anang, Op. Cit, hal. 83. 
 25 Zulkarnain, Op. Cit, hal. 75-77. 
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b) Jika jaksa merasa ragu dalam menentukan secara tepat tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa. 
c) Tindak pidana terdakwa mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan 
tindak pidana lain, (misal: penggelapan dan penipuan, dll.) 
d) Cara pemeriksaan : dakwaan pertama diperiksa terlebih dahulu, jika terbukti 
maka dakwaan pertama selebihnya tidak perlu diperiksa, lain halnya jika 
ternyata dakwaan pertama tidak terbukti maka dakwaan berikutnya akan 
diperiksa. Penjatuhan pidana berdasarkan kepada dakwaan yang terbukti 
saja, dan mungkin hakim dapat menempuh cara pemeriksaan dengan cara 
memeriksa dakwaan secara keseluruhan yang kemudian barulah ditentukan 
dakwaan yang tepat dan telah terbukti. 
4) Dakwaan kumulatif 
a) Dakwaan ini berisikan beberapa tindak pidana dan masing-masing tindak 
pidana berdiri sendiri. 
b) Berupa:  
a. Kumulasi dan penyertaan (deelneming) tindak pidana. 
b. Kumulasi dalam concursus idealis dan realis. 
5) Dakwaan gabungan 
a) Dakwaan gabungan merupakan campuran antara dakwaan subsidair dan 
dakwaan kumulasi. 
b) Berupa: 
a. Campuran dakwaan kumilasi subsidair, contoh: 
Dakwaan ke I: 
Primair   : melanggar Pasal 340 KUHAP 
Subsidair   : melanggar Pasal 338 KUHAP 
Lebih subsidair : melanggar Pasal 353 KUHAP 
Dakwaan ke II : melanggar Pasal 285 KUHAP 
Dakwaan ke II : melanggar Pasal 1 ayat 1 UU No. 12 
Drt. 1951. 
b. Campuran dakwaan subsidair kumulasi, conto: 
Primair  : Ke I Melanggar........... 
 Ke II Melanggar.......... 
Subsidair  : Ke I Melanggar........... 
 Ke II Melanggar.......... 
Menurut Pasal 143 (2) KUHAP, dua syarat yang harus terpenuhi oleh surat 
dakwaan, yaitu: 
Syarat Formal: 
1) Surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh 
Penuntut Umum. 
2) Berisikan identitas terdakwa seperti nama lengkap, tempat dan tanggal 
lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan 
terdakwa. 
Syarat material: 
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Surat dakwaan ditulis dengan jelas dan cermat, lengkap dengan tindak pidana yang 
didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh 
terdakwa.26 
Jaksa Penuntut Umum selain berkewajiban untuk membuat surat dakwaan, ia juga 
berkewajiban untuk membuat Tuntutan Pidana yang dilakukan setelah pemeriksaan 
saksi dan terdakwa jika telah dinyatakan selesai oleh hakim.27 Tuntutan Pidana tersebut 
secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut: 
1) Pendahuluan yang berisi: 
a.  Nama terdakwa dan identitas diri lengkap. 
b.  Surat dakwaan. 
2) Uraian fakta hukum berisi: 
a. Keterangan para saksi. 
b. Keterangan terdakwa. 
c. Petunjuk. Contoh: Berita Acara Penyidikan, Berita Ac ra 
Penyitaan. 
3) Analisa fakta hukum. 
Berisikan tentang fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang kemudian 
disusun sebagai kesimpulan Penuntut Umum. 
4) Analisis hukum atau uraian yuridis. 
Berisikan tentang oendapat Jaksa Penuntut Umum atas perkara yang sudah 
diperiksa, hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa, dan 
tuntutan sanksi pidana yang akan dikenakan pada terkwa. 
Dari ketentuan diatas selanjutnya dituangkan kedalam requisitor surat dakwaan.28 
 
F. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan 
KUHAP dalam Bab XVI telah membedakan antara acara pemeriksaan perkara di 
sidang Pengadilan Negeri. Perbedaan tersebut ialah perbedaan tata cara pemeriksaan 
yang ditinjau dari segi tindak pidana yang diadili pada satu segi, dan segi mudah 
ataupun sulitnya proses pembuktian perkara pada pihak lain. 
                                                 
 26 Zulkarnain, Op. Cit, hal. 69. 
 27 Ibib, hal. 82. 
 28 Ibid hal. Hal. 82-83. 
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Pada umumnya perkara tindak pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau 
lebih, pembuktiannya memerlukan ketelitian yang biasanya diperiksa dengan “acara 
biasa”. Perkafra tindak pidana yang ancaman hukumannya ringan tindak pidananya 
dinilai mudah yang diperiksa dengan “acara singkat”. Dengan adanya perbedaan acara 
pemeriksaan tersebut kita mengenal ada tiga jenis pemeriksaan pada sidang Pengadilan 
Negeri, yaitu: 
1) Acara Pemeriksaan Biasa : Yang diatur didalam Bagian Ketiga, Bab XVI. 
2) Acara Pemeriksaan Singkat : Yang diatur didalam Bagian Kelima, Bab XVI. 
3) Acara Pemeriksaan Cepat : Yang diatur didalam Bagian Keenam, Bab XVI 
yang terdiri dari: 
a) Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. 
b) Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jal n.29 
Secara garis besar akan diuraikan acara persidangan perkara pidana khususnya 
acara pemeriksaan biasa.30 
 
G. Penyelesaian dengan Pendekatan Restoratif 
Pendekatan Restoratif adalah suatu perkembangan pemikiran yang berdasarkan 
pada tradisi peradilan dari peradaban bangsa Yunani d  bangsa Romawi dalam 
menyelesaikan masalah penyelesaian tindak pidana.31 
Menurut pemikiran Rufinus Hotman Hutauruk, korban yang dilibatkan dalam 
penyelesaian tindak pidana bukanlah sekedar memberi fasil tas bagi korban untuk 
mendapat ganti kerugian yang dialaminya saja, namun juga harus dimaknai sebagai 
suatu kesempatan bagi pelaku agar dapat diterima dalam lingkaran penyelesaian tindak 
pidana sebagai proses penyelesaian agar dilakukan secara adil dan seimbang. Korban 
yang bersedia untuk menerima pelaku dalam lingkaran p oses penyelesaian merupakan 
dari bagian awal proses keseluruhan penyelesaian tindak pidana.32 
 
H. Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Pengendara Yang 
Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Yang Disebabkan Oleh 
                                                 
 29 Yahya Harahab, Op. Cit, hal. 104. 
 30 Zulkarnain, Op. Cit, hal. 88-95. 
 31 Rufinus Hotman Hutauruk, 2013, Penganggulangan Kejahatan Korporasi Melelui Pendekatan 
Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta. Hal. 103-104. 
 32 Ibid, hal. 107. 
:: HUKUM BISNIS :: 
Universitas Narotama Surabaya 
Volume 5 Nomor  1, April 2021 
 






Kelalaian Kedua Belah Pihak Dijalan Raya.  
Proses penyelesaian hukum terhadap pengendara yang menyebabkan hilangnya 
nyawa seseorang yang disebebkan oleh kelalaian kedua belah pihak dijalan raya. Proses 
peradilan pidana merupakan suatu rangkaian acara peradilan yang dimulai dari 
penindakan terhadap adanya tindak pidana atau sumber tindakan sampai dengan 
lahirnya keputusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.33 
Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada 
suatu waktu tertentu di tahun 2017 bertempat Jalan Alue Peunyareng Desa Ujung Tanoh 
Darat Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan 
mengadilinya, Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang 
Mengakibatkan Orang Lain Meninggal yaitu Korban WULAN SUCI RAMADHANI 
Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Sekira pukul 21.00 Wib Jalan 
Alue Peunyareng Desa Ujung Tanoh Darat Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat telah 
terjadi kecelakaan lalu lintas antara Becak Barang Sepeda Motor Mocin Sohunda Nopol 
BL 4334 AJ yang dikemudikan oleh Saksi RULLI SANDI Bin Alm TURIMAN dan 
membawa 3 (tiga) orang penumpang yaitu Korban WULAN SUCI RAMADHANI, Sdr. 
DAFFA HAFIZH RAMADHAN, dan Sdr. RAFFA FAUZAN KAMIL dengan Becak 
Barang Sepeda Motor Honda Supra X Nopol BL 3113 AD yang dikemudikan oleh 
Terdakwa; Bahwa Sebelum terjadinya kecelakaan Becak Barang Sepeda Motor Mocin 
Sohunda Nopol BL 4334 AJ yang dikemudikan oleh Saksi RULLI SANDI melaju dari 
arah Makorem 012 Teuku Umar menuju arah Stadion Alue Peunyaring tanpa memiliki 
lampu namun diterangi oleh Saksi VIRA ADINDA yang mengemudikan sepeda motor 
honda supra x dibelangkangnya sementara Becak Barang Sepeda Motor Honda Supra X 
Nopol BL 3113 AD yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah berlawanan 
dengan lalai tidak memiliki lampu sebagai penerangan selanjutnya sesampainya di Jalan 
Alue Peunyareng Desa Ujung Tanoh Darat Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dengan 
kondisi jalan lurus, dua arah, Lalu lintas Sepi, Malam Hari, cuaca cerah, kiri kanan jalan 
Tanah Kosong dan gelap tanpa lampu penerangan jalan, Saksi RULLI SANDI yang 
                                                 
 33 Zulkarnain, 2006, Peradilan Pidana Penuntutan Memaha i dan Mengawal Peradilan Pidana Bagi 
Pekerja Anti Korupsi, Jakarta, hal. 12. 
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mengemudikan Becak Barang Sepeda Motor Mocin Sohunda Nopol BL 4334 AJ tidak 
melihat Becak Barang Sepeda Motor Honda Supra X Nopol BL 3113 AD yang 
dikemudikan oleh Terdakwa dengan lalai tanpa memiliki lampu dari arah berlawanan 
kemudian saat kedua kendaraan bertemu, stang becak yang dikemudikan oleh Terdakwa 
menyenggol tangan sebelah kanan Saksi RULLI SANDI sehingga membuat gas Becak 
Barang Sepeda Motor yang dikemudikan oleh Saksi RULLI SANDI tertekan dan 
membuat Becak Barang secara tiba-tiba melaju dengan cepat selanjutnya kedua 
penumpang yaitu Korban WULAN SUCI RAMADHANI, dan Sdr. DAFFA HAFIZH 
RAMADHAN jatuh dari becak barang yang Saksi RULLI SANDI kemudikan. 
Sementara Saksi RULLI SANDI dan satu penumpang becak lainnya yaitu Sdr. RAFFA 
FAUZAN KAMIL terus melaju beberapa meter dari tempat tabrakan;..dst”. 
Berdasarkan kutipan putusan tersebut, secara umum dapat memberikan gambaran 




1. Proses penyelesaian kasus perlindungan hukum terhadap pengendara yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang disebabkan oleh kelalaian kedua belah 
pihak dijalan raya. Proses penyelesaian kasus ini melalui proses Sumber tindak pidana,  
Penyidikan. Kejaksaan (Penuntutan dan tuntutan). Dan Pemeriksaan di Pengadilan 
Negeri. 
2. Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengendara yang mengakibatkan 
hilangnya nyawa seseorang yang disebabkan oleh kelalaian kedua belah pihak dijalan 
raya sebagaimana yang diatur Pasal 56 jo Pasal 114 KUHAP bahwa setiap orang berhak 
mendapatkan bantuan hukum. Tersangka atau terdakwa da bantuan hukum pro bono 
bagi mereka yang tidak mampu. Penegak hukum juga memberikan kesempatan untuk 
melakukan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Kesepakatan damai ini sebagai 
salah satu upaya restorasi justice. Kesepakatan damai ini bertujuan agar keluarga 
korban memaafkan tersangka atau terdakwa.  
 
B. Saran 
Proses penyelesaian kasus yang ada unsur kesalahan berupa kelalaian sekiranya dilakukan 
dengan kekeluargaan. Tersangka atau terdakwa melakukan perdamaian dengan keluarga 
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korban. Dan Minimnya pendanaan untuk bantuan hukum pro bono lebih memperhatikan atau 
menjelaskan tentang hak-hak tersangka atau terdakwa. 
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